BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dengan diberlakukannya Permendagri No. 9 tahun 2016, dikenal adanya
SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan Permendagri No.
9 tahun 2016, pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak memiliki akta
perkawinan tetap dapat dilaksanakan dengan cara melampirkan SPTJM
kebenaran sebagai pasangan suami istri. Apabila pencatatan kelahiran
dilaksanakan dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami
istri dan dapat menunjukkan status hubungan perkawinan pada KK sebagai
pasangan suami istri, maka dalam akta kelahiran anak akan dicantumkan nama
ayah dan ibunya disertai dengan kata-kata ”Yang perkawinannya belum
tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dapat dibuat oleh:
1. Ayah kandung saja
2. Ibu kandung saja
3. Ayah dan ibu kandung secara bersama-sama
4. Orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
5. Badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
6. WNI yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran
Dengan dapat dibuat oleh ayah kandung saja, ibu kandung saja, atau hanya
dibuat oleh orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh, maka tidak
ada kewajiban bagi kedua orang tua mengetahui dan menyetujui pencatatan
kelahiran yang dilakukan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan
suami istri. Selain itu, dalam pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan
suami istri harus diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Namun, dalam
Permendagri No. 9 tahun 2016 tidak ditentukan secara jelas siapa saja yang
diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam pembuatan

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
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Pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak yang pencatatannya
didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan pada KK
menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri menimbulkan
suatu akibat hukum, yaitu timbulnya hubungan keperdataan antara seorang
ayah dengan anak. Dengan timbulnya hubungan keperdataan antara ayah dan
anak, maka akan timbul:

1. hak untuk mewaris

2. hak alimentasi

3. hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan

4. hak untuk menggunakan nama keluarga ayahnya

5. Timbulnya kewajiban secara timbal balik antara anak dengan ayahnya.
Timbulnya hubungan keperdataan antara ayah dan anak ini sejalan dengan
Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa asal-usul seorang
anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Akta
kelahiran anak yang dicatatkan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai
pasangan suami istri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang. Selain itu, sejalan dengan Pasal 27 UU Perlindungan Anak,
akta kelahiran berisi identitas diri setiap anak. Oleh karena itu, pencantuman
nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran merupakan identitas dari anak
tersebut.

Dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri
untuk mencatatkan kelahiran anak, tentu orang tuanya tidak memiliki akta
perkawinan. Di dalam akta kelahiran anak yang pencatatan kelahirannya
didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, terdapat nama
ayah dan nama ibu, serta kata-kata yang menyatakan bahwa perkawinannya
belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa terdapat hubungan keperdataan di antara anak dengan
ayah dan ibunya, tetapi perkawinan orang tuanya tidak sah menurut hukum
negara. Melihat karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak yang

kelahirannya dicatatkan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan
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suami istri akan berstatus sebagai anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak

luar kawin yang diakui.

Dalam pengakuan anak, dikenal adanya akta pengakuan anak. Dimana
akta tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan keperdataan di antara
ayah dan anak yang diakuinya. Apabila telah dilakukan pencatatan kelahiran
yang didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, maka
tidak perlu membuat akta pengakuan anak. Hal ini dikarenakan dengan
dicantumkannya nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran, maka memiliki
makna bahwa di antara mereka telah terdapat hubungan keperdataan. Apabila
seorang anak yang kelahirannya dicatatkan berdasarkan SPTJM kebenaran
sebagai pasangan suami istri ingin berstatus sebagai anak luar kawin yang
disahkan, maka kedua orang tuanya harus melaksanakan perkawinan yang sah
menurut hukum negara terlebih dahulu.

Dengan melakukan pencatatan kelahiran dengan SPTJM kebenaran
sebagai pasangan suami istri, maka akan timbul hubungan keperdataan antar
anak dengan ayahnya. Namun, dapat terjadi ayahnya tidak mengakui anak luar
kawin tersebut. Dapat terjadi demikian karena tidak adanya aturan dalam
Permendagri No. 9 tahun 2016 yang mengatur mengenai:

1. Kewajiban kedua orang tua untuk mengetahui dan menyetujui pencatatan
kelahiran yang dilakukan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan
suami istri

2. Siapa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjadi saksi
dalam pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Apabila ayahnya tidak mengakui anak tersebut, maka dapat digunakan Putusan

MK No. 46/PUU-VI11/2010. Dimana berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-

VI11/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
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Apabila dengan menggunakan Putusan MK dapat dibuktikan bahwa di
antara seorang laki-laki dan anak tersebut memiliki hubungan darah, maka
laki-laki tersebut tidak dapat menyangkal hubungan keperdataan di antara
mereka. Namun sebaliknya, jika dapat dibuktikan bahwa antara anak dan
seorang laki-laki tidak terdapat hubungan darah, maka orang yang membuat
SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut dapat diproses secara
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah
membuat SPTIJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang tidak benar.
Selain itu, dokumen yang diterbitkan yaitu SPTJM kebenaran sebagai pasangan
suami istri dan dokumen akta kelahiran anak yang mencantumkan nama

ayahnya menjadi tidak sah.

Saran
Berdasarkan wuraian pada bab-bab sebelumnya, disebutkan bahwa

Permendagri No. 9 tahun 2016 tidak mengatur mengenai Siapa saja yang

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam pembuatan

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri serta tidak mengatur mengenai

kewajiban kedua orang tua untuk mengetahui dan menyetujui pencatatan

kelahiran yang dilakukan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan
suami istri. Dengan tidak diaturnya kedua hal tersebut, maka dimungkinkan
seorang ayah tidak mengakui anak yang kelahirannya dicatatkan dengan

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya pengaturan yang
lebih jelas dan lengkap. Dimana pengaturan tersebut mengatur mengenai:

1. Orang-orang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjadi saksi
dalam pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

2. Kewajiban kedua orang tua untuk mengetahui dan menyetujui pencatatan
kelahiran yang dilakukan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan
suami istri.

Dengan diaturnya hal tersebut, maka pencatatan kelahiran dengan

menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tidak dapat
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disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat
dijamin kebenarannya.

Namun, apabila melihat daerah-daerah di Indonesia yang masih belum
berkembang layaknya daerah perkotaan, Permendagri No. 9 tahun 2016 belum
memungkinkan untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan belum terdapat sarana
dan prasarana yang memadai untuk menjalankan ketentuan tersebut. Selain itu,
di daerah yang belum berkembang cenderung masih berpacu pada adat istiadat
yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Penulis diperlukan tinjauan terhadap
Permendagri No. 9 tahun 2016. Hal ini bertujuan agar Permendagri No. 9 tahun
2016 dapat dijalankan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak dapat
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
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